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KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur pada Allah SWT yang telah
mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya schingga kami dapat menyelesaikan
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten
Bangkalan Tahun 2021.

Penyusunan LAKIP BAPPEDA Kabupaten Bangkalan mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

Laporan ini berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas
pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah
ditetapkan olch BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2021.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun
2021 ini jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban
akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan
ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan
penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana
strategis di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami
di tahun yang akan datang rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
BAPPEDA Kabupaten Bangkalan, serta berguna bagi semua pihak.

Maret 2022
BAPPEDA

003
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bangkalan
Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas target kinerja
yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

LAKIP BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 memfokuskan
pada capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan yang secara utuh
tercakup dalam 2 Tujuan dan 3 Sasaran Strategis (SS) yang menjadi
kompetensi utama BAPPEDA Kabupaten Bangkalan dengan dilengkapi oleh
masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara keseluruhan, capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan
Tahun 2021 telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan dan masuk dalam kategori “Sangat Berhasil” yaitu sebesar
95,9% tercapai. Adapun realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember
2021 sebesar Rp. 9.328.946.151 atau 95,9% persen dari pagu anggaran
sebesar Rp. 9.728.255.045

Namun demikian, keberhasilan yang dicapai BAPPEDA Kabupaten
Bangkalan tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang ada, baik bersifat
internal maupun cksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan
evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga
diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian
kinerja.

Menyadari hal tersebut, BAPPEDA Kabupaten Bangkalan telah
mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga tahun-tahun
mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam suatu pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan
adalah terselenggaranya Good Governance. Terselenggaranya good
governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka
mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Sehubungan
dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga
penyelenggaraaan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme. Hal ini sclaras dengan tujuan perbaikan dan inovasi
pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggung
jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Organisasi dalam
mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem
pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas tercebut, dilaporkan
dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Penyusunan Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemcerintah, Instruksi Presiden
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Penyusunan LKj dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan
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capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan
bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bangkalan

Proses penyusunan LAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan dilakukan pada
setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur
pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian
kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan
membandingan antara target dan realisasi kinerja yang ada di lingkungan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan. Laporan
Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi dokumen
Laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan dalam mencapai
tujuan/sasaran strategi yang telah di tetapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud

LAKIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban
pelaksanaan pelaksanaan tugas dan fungus Kepala Badan selama kurun
waktu 1 tahun dalam mencapai tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian
visi dan misi serta penjabarannya yang menjadi perhatian utama
masyarakat, penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis
capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah
dalam rangka peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Bangkalan di masa mendatang.

2. Tujuan
Berdasarkan pertimbangan ini, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 ini disusun dengan tujuan sebagai
berikut:

a. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas
pemerintah  dan pembangunan sccara baik dan benar (good
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governance).

b.  Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga
beroperasi secara efesien, efektif dan responsif terhadap aspirasi
masyarakat dan lingkungannya.

. Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk
dasar pengambilan keputusan dan peningkatan Kkinerja instansi

Pemerintah.

C DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 didasarkan
atas perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

18 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4124,

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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4578);

(5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daecrah
Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D);

12. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 60 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan;

13. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Dacrah Kabupaten Bangkalan;

D. GAMBARAN UMUM OPD

Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan untuk melaksanakan Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan tersebut, maka dijabarkan
sebagai berikut :
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1. Kedudukan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan
dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok
membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah bidang perencanaan.

3. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan tcknis bidang perencanaan;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan;

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis bidang perencanaan;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah bidang perencanaan,

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

E. TUGAS FUNGSI ORGANISASI

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Bangkalan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan antara lain
meliputi:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :

- Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
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- Sub Bagian Umum.
3. Bidang Perckonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
- Sub Bidang Pertanian dan Perikanan ;
- Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Usaha Mikro ;
- Sub Bidang Keuangan dan Pariwisata.
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari :
- Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan ;
- Sub Bidang Kependudukan ;
- Sub Bidang Pemerintahan.
5. Bidang Infrasruktur dan Kewilayahan, terdiri dari :
- Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
- Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ;
- Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup.
6. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, terdiri dari :
- Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan ;
- Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi ;
- Sub Bidang Data dan Pelaporan.
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Adapun Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Bangkalan adalah  sebagai berikut
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F. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH
1. SUMBER DAYA MANUSIA / APARATUR
Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten
Bangkalan didukung oleh Sumberdaya Manusia Aparatur sebanyak
74 orang, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
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Tabel 1. 2 Status Kepegawaian

1 | PNS 55
2 | THL 19
Jumlah 74

Tabel 1. 3 Komposisi Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan

1 | pasca Sarjana (5-2) 10

2 | sarjana (5-1) 36

3 Diploma 3

4 |sLTA 25

5 |sLTP

6 |sp .
Jumlah 74

* Untuk Sumber Daya Manusia (SOM) di Lingkungan Bappeda, Masih terdapat kekurangan.

G. SISTIMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan
pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daecrah Kabupaten
Bangkalan selama Tahun 2021. Capaian Kinerja (Performance Results) 2021
tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (Performance Agreement)
2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas
capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan
diidentifikasikannya sejumlah Celah Kinerja (Performance Gap) bagi
perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika
penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 adalah sebagai berikut ini:
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BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama

(strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan .

BAB 11l AKUNTABILITAS KINERJA
Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran
kinerja organisasi.

BAB IV PENUTUP

Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi
serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi

untuk meningkatkan kinerjanya
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BAB 11
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Sebagai konsekuensi logis dari dinamika perubahan lingkungan yang
begitu cepat dan tuntutan masyarakat, maka Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan perlu mengupayakan
perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam
tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan schingga dapat
meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil
sebagai cara pandang ke depan tentang kemana Badan Perencanaan
Pembangunan Dacrah Kabupaten Bangkalan akan diarahkan dan apa yang
akan dicapaui.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan Fungsi penunjang urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perencanaan. Untuk itu,
BAPPEDA Kabupaten Bangkalan mempunyai tugas dalam mewujudkan Visi
dan Misi Kabupaten Bangkalan.

1. VvisI
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangkalan yang Religius dan
Sejahtera Berbasis Potensi Lokal”

2. Misi
Dalam mencapai Visi pembangunan Kabupaten Bangkalan, BAPPEDA
Kabupaten Bangkalan mendukung Misi ke-[p 2 yaitu :

“Menyelenggarakan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas

Tinggi”.
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3. TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan Misi
dan merupakan “result” (hasil) yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu)
sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan atau gambaran kondisi yang ingin
dicapai dimasa datang.

Guna mewujudkan misi diatas, maka ditetapkan tujuan yang akan
dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Bangkalan, yaitu:

“Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Daerah Melalui
Perencanaan Pembangunan Yang Efektif”

Tabel 2. 1 Matrik Hubungan antara Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan dan Target

Meningkatnya Kinerja

Pemerintahan Daerah Nilai Perencanaan Kinerja

1 | Melalui Perencanaan Daerah dalam mendukung | 22,63
Pembangunan Yang Nilai SAKIP
Efektif

Persentase Ketercapaian
Kinerja Program Urusan 82,69
Perencanaan

Meningkatkan kinerja
urusan perencanaan

4. SASARAN

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan diatas, adalah sebagai
berikut:

“Terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif”
“Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan”
Tabel 2. 2 Matriks Hubungan antara Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

e Rata-rata
Persentase ketercapaian
Meningkatnya Kinerja : indikator kinerja
Pemerintahan Daerah e, . | program
1 | Melalui Perencanaan e epaamen
pembangunan yang * Persentase
Pemba Y :
Ry T efektif indikator Kinerja RPJMD

ekt
Efekuf Dengan Capaian Hasil

Minimal 80 %




Meningkatkan kinerja Terpenuhinya Pelayanan e Indcks Kepuasan

2 . - Layanan Internal
urusan perencanaan Kesckretariatan e T SRR
e Rata-rata
Persentase ketercapaian
Meningkatnya Kinerja . indikator kinerja
Pemerintahan Daerah :::E::ﬁ: | program
1 Melalui Perencanaan
pembangunan yang e Persentase
g‘;ﬂ?ﬁ"‘“""“ e efektif Indikator Kinerja RPJMD
Dengan Capaian Hasil
Minimal 80 %

¢ Indcks Kepuasan
Layanan Internal
Kesekretariatan

Meningkatkan kinerja Terpenuhinya Pelayanan
urusan perencanaan Kesekretariatan

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan
terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus
perjanjian kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas,
transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara
penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian
keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,
menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

BAPPEDA Kabupaten Bangkalan telah membuat perjanjian kinerja
tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi
yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah pada akhir tahun 2021. Perjanjian Kinerja
BAPPEDA Kabupaten Bangkalan tahun 2021 disusun dengan berdasarkan
pada Rencana Kerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan. Namun, dengan
adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan perubahan anggaran
sehingga ada perubahan Rencana Kerja Tahun 2021, maka Perjanjian
Kinerja Tahun 2021 mengalami perubahan.
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Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan BAPPEDA Kabupaten Bangkalan
Tahun 2021, sebagai berikut:

PEREBATAN PERIANJIAN KINERIA TAHUN 2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KRABLPATEN BANGRALAN

Dalam ranghs mewwudhan mangemen pemerintahan vang cfekuf, transparan, dan akuntabel
serta beronentas pada hasil. kami yang bertanda tangan di hawah 1im

Nama FROSETIAWAN SS M

Jabatan hepala Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah Kabupaten Hangkalan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama K. ABDUL EATIFE AMIN IMRON

Jabatan Bupati Bangkalan

Sclaku atasan Pihak Pertama, sclanjuinya discbut Pihak hedua.

Pihak Pertama pada tahun 2021 i benanp akan mewujudhan target kinena tahunan sesual
lamparan perjangan im dalam rangha mencapam target kinena jangka menengah seperti yang
1clah ditctapkan dalam dokumen perencanaan

Keberhasilan dan kegagalan pencapaan target kinena terschut menjads tanggung jawab Pihak
Pertama

Pibak Kedua akan membenkan supervisi vang diperfuban seria akan mclahuhan cvaluasi
akuntabilitas kinena terhadap capman kinera dan penanjian ini dan mengambil tindakan vang
dipertuban dalam rangka pembenan penghargaan dan sanksi
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C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk
mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan
sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai
apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan
atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik
akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih
baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya
apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data
kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan
mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable)
mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat
menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan
komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai
peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah
untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.
Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat
ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang
ditetapkan telah dapat dicapai. Penectapan idikator kinerja pada saat
merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan
dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur
dan dibuktikan secara obyektif keberhasilannya.
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BAB 111

AKUNTABILITAS KINERJA

Hasil pengukuran kinerja terhadap 3 Program dan 14 kegiatan,
menunjukkan bahwa secara umum BAPPEDA Kabupaten Bangkalan telah
mencapai kinerja baik terkait perencanaan pembangunan daerah. Meski
demikian masih terdapat beberapa indikator yang masih memiliki target
sangat rendah. Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat
waktu dan konsisten, maka penctapan indikator - indikator kinerja serta
rencana pencapaiannya dilakukan sejak awal perencanaan program dan

kegiatan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dari
setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasi yang dicapai oleh indikator
kinerja tersebut, sehingga diketahui selisih kinerjanya (performance gap).
Berdasarkan performance gap tersebut, dilakukan evaluasi guna
mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa
mendatang. Dalam proses pengukuran kinerja tersebut, diperhatikan prinsip
- prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja BAPPEDA
Kabupaten Bangkalan, maka telah kami tetapkan standart pencapaian
dengan skala ordinal sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Kategori Penilaian

NO | JUMLAH NILAI KATEGORI |
1.  86% sampai dengan 100 % Sangat Berhasil
2. 71%s/dkurangdari86% |  Berhasil
3. | 56 % s/d kurang dari 70 %  Cukup
[ Kurang dari 55 % Kurang
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2. Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran serta capaian kinerja
tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3. 3 Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran serta capaian kinerja
sasaran tahun 2021 dengan tahun 2020

Meningkatnya Rata-rata Persentase
Kinerja ketercapaian indikator 65,38% | 8500% | 79.37%
Pemerintahan | Terwujudnya | kinerja program
Daerah Perencanaan
Melalui Pembangupan i;l'eﬂt;uerm;:}:J I;gkaoﬁr
&zm yang Efektif. aoc :?" i mni::l" 67,50% | 79,00% | 76,19%
yang Efektif
Meningkatkan | Terpenuhinya Indeks
kinerja urusan | Pelayanan Layanan Internal 78,17% 87,00% 78,60%
perencanaan Kesekretariatan Kesekretariatan
Perbandingan antara realisasi kinerja serta
capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020

100,00%

90,00%

RO, 00%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

Persentase indikator
Kinerja RPJMD Dengan
Capaian Hasil Minimal 80 %

Rata-rata Persentase
ketercapaian indikator
kinerja program

Indeks Kepuasan Layanan
Internal Kesekretariatan

™ Realisasi 2020 ® Target 2021 = Realisasi 2021

Dari tabel diatas dapat disimpulkan pada sasaran " Terwujudnya
Perencanaan Pembangunan yang efektif " diperoleh capaian kinerja
sebagai berikut:

1. Target pada indikator kincrja Rata-rata Perscntasce ketercapaian
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indikator kinerja program untuk tahun 2021 adalah scbesar 85
persen dengan realisasi sebesar 79,37 persen mengalami kenaikan
dari realisasi tahun 2020 yang sebesar 65,38 persen

2. Target pada indikator kinerja “Peresentase Indikator Kinerja RPJMD
dengan Capaian Hasil Minimal 80%" untuk tahun 2021 sebesar 79
persen dengan realisasi sebesar 76,19 persen mengalami kenaikan
dari realisasi tahun 2020 yang sebesar 67,50 persen

Sasaran " Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan " diperoleh capaian
kinerja sebagai berikut:

1. Target pada indikator kinerja “ Indeks Kepuasan Layanan Internal
Kesekretariatan “ untuk tahun 2021 adalah sebesar 87,00 persen
dengan realisasi sebesar 78,60 persen dan mengalami kenaikan dari
realisasi Tahun 2020 yang sebesar 78,17%.

3. Perbandingan realisasi kinerja program sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis

Tabel 3. 4 Perbandingan realisasi kinerja program sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan

strategis
Program Penunjang Urusan ;
Pemerintah Daerah o terpenniingn 96% 95,37%

Kabupaten / Kota penunjang urusan pemerintahan

Rata rata persentase keselarasan
antar dokumen perencanaan dan 79% 86.67%
perencanaan dengan

Program Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah pelaksanaan

Program Koordinasi Dan Persentase perangkat daerah

Sinkronisasi Perencanaan dengan perencanaan kinerja 73,08% 65,38%
Pembangunan Daerah berkualitas baik
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® Target Renstra 2021 @ Realisasi 2021

96% 9537%
86,67%
79%
73.08%
I I I I I i
Persentase Rata-rata persentase Persentase perangkat
terpenuhinya keselarasan antar daerah dengan
penunjang urusan dokumen perencanaan perencanaan kinerja
pemerintahan dan perencanaan berkualitas baik

dengan pelaksanaan

FTOEram / Kegiatan yan menunjar
pencapaian pernyataan kinerja

1) Program Pelayanan Kesekretariatan Kegiatannya Meliputi
1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah yang terdiri dari beberapa Sub Kegiatan sebagai
berikut :
a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut :
- Tersusunnya Dokumen Renja Tahun 2022
- Tersusunnya Dokumen Perubahan Renja Tahun 2021
- Tersusunnya Dokumen Perubahan Renstra
b} Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut:
- Tersusunnya Dokumen RKA Tahun 2021 dengan tepat

—
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¢} Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
Hasil vang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut:

- Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA Tahun 2021
tepat waktu

d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut:

- Tersusunnya Dokumen DPA sesuai klasifikasi, kodefikasi
dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan
keuangan dacrah yang berlaku.

¢} Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-
SKPD
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah scbagai
berikut:

- Tersusunnya Perubahan DPA sesuai dengan perubahan
Anggaran serta klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang
berlaku

) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut:
Tersusunnya Dokumen LAKIP Tahun 2021
g} Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut :
- Tersusunnya laporan triwulan rencana kerja dan rencana
aksi.
2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdir dan
beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut :
a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
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Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah scbagai
berikut :
- Pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan
tepat waktu
b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut :
Terverifikasinya SPJ GU/TU/LS
¢} Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut :
- Terlaksananya pelaporan pelaksanaan anggaran dan
belanja daerah.
d] Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut :
- Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan akhir Tahun
¢] Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut :
- Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD (bulanan/
triwulan/ semesteran).
3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
yang terdiri dari beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut:
4] Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang
Milik Daerah SKPD
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut :

- Tersusunnya Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik

Daerah
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b} Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang
Milik Daerah pada SKPD
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah scbagai
berikut :
- Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi Barang Habis Pakai
tepat waktu
4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terdiri
dari beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut:
a) Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin
Pegawai
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut :
Terwujudnya Peningkatan disiplin aparatur.
b} Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut :
- Terpenuhinya pakaian dinas
¢} Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya refocusing
d} Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
Tidak dapat dilaksanakan dikarcnakan adanya refocusing
5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri darn
beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut:
a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut :
Tersedianya sarana pendukung yang memadai.
- Memberikan kenyamanan dan kelancaran dalam bekerja.
b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor
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c)

d)

h)

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut :

- Tersedianya sarana pendukung yang memadai.

-  Memberikan kenyamanan dan kelancaran dalam bekerja.

Sub Kegiatan Penyedian Bahan Logistik Kantor
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut :

Tersedianya bahan logistik kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah scbagai
berikut :

- Tersedianya sarana dan prasarana kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran
adalah sebagai berikut :

- Tersedianya bahan bacaan yang dapat memberikan
berbagai informasi berita-berita terkini yang sedang
terjadi.

Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut :

- Tersedianya jamuan tamu

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah scbagai
berikut :

- Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas
dan meningkatkan kinerja aparatur di lingkungan
Bappeda

Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada SKPD
Tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya refocusing
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6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah yang terdiri dari beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut:
a) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
Hasil vang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut :
- Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor untuk
menunjang keberhasilan pekerjaan pegawai
7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah yang terdiri dari beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut:
a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut :
- Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor
b} Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut :
- Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor
- Memberikan kenyamanan dan kelancaran dalam bekerja
¢) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut :
Terpenuhinya  penyediaan jasa  peralatan dan
perlengkapan kantor
d) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Hasil vang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut :
- Terpenuhinya pembayaran jasa pelayanan umum kantor
8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah yang terdiri dari beberapa Sub Kegiatan sebagai
berikut:
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a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabat
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut :

- Terpenuhinya pembayaran pajak dengan tepat waktu.
- Terciptanya kenyamanan dan kelancaran dalam
melaksanakan tugasnya.

b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Hasil vang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah scbagai
berikut :

- Terpenuhinya pembayaran pajak dengan tepat waktu
- Terciptanya kenyamanan dan kelancaran dalam
melaksanakan tugasnya

¢] Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
Tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya refocusing

d) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut :

- Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung tepat waktu atau
sesuai jadwal yang telah ditentukan.

- Terciptanya kenyamanan dan kelancaran dalam
melaksanakan tugas

¢ Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut :

Pemeliharaan sarana dan prasarana cepat teratasi.
- Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung

dalam kelancaran melaksanakan tugas.
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-  Memberikan kenyamanan dalam beraktivitas.
2) Program Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah meliputi ;
1) Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan yang terdiri dari
beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut :

- Tersusunnya Laporan pelaksanaan CSR/ TSLP

b} Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut:

Berita acara forum konsultasi publik

¢} Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas
SKPD
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut:

- Berita acara hasil forum SKPD/Lintas SKPD

d) Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah scbagai
berikut :

- Berita acara hasil musrenbang RKPD/ RPJMD

¢) Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang
Kecamatan
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut :

- Laporan hasil koordinasi musrenbang kecamatan.

) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota
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Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut :
- Laporan hasil koordinasi penyusunan dan penetapan
dokumen perencanaan pembangunan dacrah
Perda Perubahan RPJMD 2018-2023
- P-RKPD Kab. Bangkalan
- RKPD Kab. Bangkalan

2) Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari beberapa Sub
Kegiatan sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut :
- Dokumen analisis data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah.
- Laporan tim percepatan pembangunan daerah.
b) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan
Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut :
- Laporan Pengembangan Sistem Aplikasi Pendukung Data
Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
¢} Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut :
- Dokumen profil pembangunan daerah.
3) Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari beberapa Sub

Kegiatan sebagai berikut :
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d) Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran
adalah sebagai berikut :
. Tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya
refocusing
¢) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan
Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut :
- Laporan hasil monitoring evaluasi pelaksanaan
pembangunan daerah.
3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah
1) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia yang terdiri dari beberapa Sub Kegiatan
sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut :
Tersusunnya laporan hasil koordinasi penyusunan
dokumen peencanaan pembangunan daerah bidang
pemerintahan.

b) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut:

Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan

perangkat daerah bidang pemerintahan.
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¢) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut:

- Tersusunnya hasil monitoring dan evaluasi penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah
bidang pemerintahan.

d) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Pemerintahan
Hasil vang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut:

- Tersusunnya dokumen laporan hasil koordinasi
pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan
pembangunan daerah bidang pemerintahan.

e) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan
Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut:
Tersusunnya laporan hasil koordinasi penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang
pembangunan manusia.

) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan
Manusia
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut:

- Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan

perangkat daerah bidang pembangunan manusia.
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g) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen  Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut:

- Tersusunnya hasil monitoring dan evaluasi Penyusunan
Dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah
bidang pembangunan manusia.

h) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang

Pembangunan Manusia
Hasil vang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah scbagai
berikut:

Tersusunnya dokumen laporan hasil koordinasi

pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan
pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan
manusia.
2) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
(Sumber Daya Alam) yang terdiri dari beberapa Sub Kegiatan sebagai
berikut :

a) Sub  Kegiatan  Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut :
Tersusunnya laporan hasil koordinasi penyusunan
dokumen peencanaan pembangunan daerah bidang
perekonomian.

b) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut:
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- Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan
perangkat daerah bidang perekonomian.

¢) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen  Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah scbagai
berikut:

- Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
perangkat daerah bidang pereckonomian

d) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Perekonomian
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut:

- Tersusunnya dokumen laporan hasil koordinasi
pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan
pembangunan daerah bidang perekonomian.

e} Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)

Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran
adalah sebagai berikut:

- Tersusunnya laporan hasil koordinasi penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang
SDA (Sumber Daya Alam).

f] Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Hasil yang diharapkan akan dicapai pada akhir tahun anggaran
adalah sebagai berikut:

- Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan

perangkat dacrah bidang SDA (Sumber Daya Alam).
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g) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen  Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang SDA
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah scbagai
berikut:

- Tersusunnya laporan hasil monitoring dan cvaluasi
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
perangkat daerah bidang SDA (Sumber Daya Alam)

h) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
SDA
Hasil vang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut:

Tersusunnya laporan hasil koordinasi pelaksanaan
sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan
perangkat daerah bidang SDA (Sumber Daya Alam).
3) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan yang terdiri dari beberapa Sub Kegiatan sebagai berikut

a) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah scbagai
berikut :

- Tersusunnya laporan hasil koordinasi penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang
infrastruktur

b) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut:
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Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan
daerah infrastruktur
¢) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen  Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut:
Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
perangkat daerah bidang infrastruktur
d) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Infrastruktur
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut:

- Tersusunnya Dokumen Laporan hasil Koordinasi
pelaksanaan sinergitas dan armonisasi perencanaan
pembangunan daerah bidang infrastruktur

¢) Sub  Kegiatan  Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
(RPJPD, RPUMD dan RKPD)
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut:
Tersusunnya laporan hasil koordinasi penyusunan
dokumen perencanaan daeraha bidang kewilayahan
) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut:
- Tersusunnya Dokumen perencanaan pembangunan

daerah bidang kewilayahan
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g) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen  Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut:

- Tersusunnya Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
pembangunan Perangkat Daerah bidang kewilayahan

h) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang
Kewilayahan
Hasil yang dicapai pada akhir tahun anggaran adalah sebagai
berikut:

- Tersusunnya Dokumen Laporan hasil Koordinasi

pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan
pembangunan daerah bidang kewilayahan

Secara umum hasil capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan

Tahun 2021 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang

ditetapkan, namun ada beberapa indikator yang masih belum mencapai

target dan akan menjadi bahan perbaikan untuk tahun-tahun berikutnya.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam
pencapaian kinerja di BAPPEDA Kabupaten Bangkalan pada tahun 2021
diuraikan scbagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian target rencana kinerja yang ditetapkan tidak
terlepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya.
Keberhasilan tersebut merupakan cerminan telah berjalannya sistem kerja
yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat
kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di BAPPEDA Kabupaten
Bangkalan pada tahun 2021 adalah:
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a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun
administrasi telah berhasil dengan baik, sehingga target kinerja telah
terealisasi.

b. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang potensial dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya.

c. Adanya sistem monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas.
Adanya kerjasama yang baik antar bagian dalam organisasi.

e. Sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku
pembangunan (stakeholders) dalam mengimplementasikan rencana.

2. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh
satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat
menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala
atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya.
Kendala atau hambatan yang ditemui di BAPPEDA Kabupaten Bangkalan
diantaranya PPKM karena pandemi covid- 19 yang mengakibatkan koordinasi
tidak terlaksana maksimal dan refocusing anggaran yang menyebabkan
sebagian sub kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang ditetapkan,
BAPPEDA Kabupaten Bangkalan mengalokasikan dan merealisasikan
anggaran melalui APBD Tahun 2021.

Tabel 3. 5 Alokasi Anggaran per Sasaran

Rata-rata Persentase
ketercapaian indikator 95%
Terwujudnya kinerja program 1.498.006.877 | 1.419.344.350
Perencanaan
Pembangunan yang | Persentase Indikator
Efektif. Kinerja RPJMD Dengan 08%
Capaian Hasil Minimal 1.780.390.325 | 1.738.071.683
80 %
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Terpenuhinya Indeks Kepuasan
Pelayanan Layanan Internal 96%
Kesekretariatan Kesckretariatan GA.507.593 | 8.172.000.119

Dari pagu belanja Tahun Anggaran 2021, anggaran yang terserap atau
terealisasi adalah sebesar Rp. 9.328.946.151 atau 95,9 persen.

Tabel 3. 6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rata-rata Persentase T

_ ketercapaian indikator 93,38% 95%
Terwujudnya kinerja program
Perencanaan
Pembangunan | Persentase Indikator

yang Efektif. Kinerja RPJMD Dengan
Capaian Hasil Minimal
80 %

96,44% | 97,62%

Terpenuhinya | Indeks Kepuasan
Pelayanan Layanan Internal 90,34%: 95,68%
Kesekretariatan | Kesekretariatan

Tingkat efisiensi dihitung melalui rumus (Nasoetion, 2011):

E= ?;
E = Efisiensi
O = Output
I = Input

Semakin tinggi rasio output terhadap input maka semakin tinggi
tingkat efisiensi yang dicapai. Efisiensi juga dapat dijelaskan sebagai
pencapaian output maksimum dari penggunaan sumber daya tertentu. Jika
output yang dihasilkan lebih besar dari pada sumber daya yang digunakan
maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi yang dicapai. Output dalam hal
ini adalah prosentase capaian Kkinerja, sedangkan inputnya adalah

prosentase penyerapan anggaran.
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA
Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan
gambaran tentang berbagai capaian kincrja, baik makro maupun mikro di
bidang perencanaan pembangunan. Laporan ini merupakan wujud
transparansi dan akuntabilitas BAPPEDA Kabupaten Bangkalan dalam
melaksanakan herhagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa
laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan
akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun sctidaknya masyarakat dan
berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang
hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten
Bangkalan. Di masa mendatang BAPPEDA Kabupaten Bangkalan akan
melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini
agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan

bersama.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan reformasi
birokrasi di Kabupaten Bangkalan. BAPPEDA Kabupaten Bangkalan sebagai
salah satu penyangga utama birokrasi telah berusaha dengan berbagai upaya
agar terwujud birokrasi yang efektif, efisien, bersih serta berorientasi kepada
kebutuhan rakyat. Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan olch BAPPEDA
Kabupaten Bangkalan dalam mewujudkan reformasi birokrasi ini melalui
penyusunan kelembagaan yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien,
ketersediaan SDM aparatur yang profesional, peningkatan akuntabilitas,
penerapan sistem pengawasan yang integral, penerapan budaya kerja dan
pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan
harapan masyarakat. Dalam upaya terscbut, maka pada tahun mendatang
BAPPEDA Kabupaten Bangkalan akan melakukan berbagai langkah
koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah terkait untuk
mensinergikan dan  mengharmoniskan berbagai kebijakan dalam
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Kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Tahun 2021 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus
menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan
kinerja. Bagi BAPPEDA Kabupaten Bangkalan, LAKIP ini diharapkan dapat
menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan
implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja
(Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana
Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

BANGKALAN, Maret 2022
KEPALA BAPPEDA

WE L IAWAN ., W

P, 19751121 200312 1 003
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TAHUN 2021
NO WU dan KD
TARGET REALISASI % CAPAIAN
1 1 o 0 "
1 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Pertumbuhan Ekonomi 1,42% -2,07% -145,77%
12 |Tingkat Kemiskinan 19.57% 21,5T™% 89,78%
Indek s Pembangunan Manusia 64,64 64,36 99.57%
Gini Rasio 0 NA
1. ASPEK DAYA SAING
Pertumbuhan Nilai investasi Daerah 0,54% 17,18% 3181,48%
Indeks Kesalehan Sosial 69,40 69 69 100,42%
02 |Angka Kriminaiitas 353 e 9,17%
Indeks Reformasi Birokrasi 5.5 55,38° 99,78%
Rata-Rata Layanan Infrastruktur 56.44% 58,59% 98,79%
ASPEK PELAYANAN UMUM
B 1. Urusan Wabs Yangberkit dengan Pelayanan Dess
Pendidikan
Indeks Pendidikan 886 885 99,89%
Kesehatan
Angka Harapan Hidup 71,23 tahun 70,22 tahun 98,58%
Pekeriaan Umum Dan Tata Ruang
Persentase infrastruktur dasar ke-PU-an dalam kondisi $3.27% 2,80% 117,89%
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
e o B i
Ketentraman. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Persentase pelanggaran terhadap ketentraman, ketertiben
dan perlindungan masyarakat atas perda yang 9% 9% 131%
501.579 org 638.972 org 72,6%
0% 2% 109%
W21 Tenoge Kerje
11.2.1.1 | Tingkat Pengangguran Terbuka 8,07% 8.07% 100%




TARGET REALISASI % CAPAIAN
7,7 60,03 104,02%
788 734 93,15%
58,25 55.36 et
273 0s 27308 100%
21 0s 270s 129%
80% 76,76% 95,95%
2,9 Baik 1,62 55.86%
Rp. 5.808.489. Rp. 75.26%
WA (RO
lm:umﬂn.tbl Rp.
2 116,55%
15 org Sorg 53.33%
2 31,53 98,5%
1253388 orang | 248.265 oreng 19,81%
3,10% -2,05% 66,13%
1,08% 8.01% 741,67%
1,40% 2,66% 190,00%
19,65% 15,5% 119.00% J



TAHUN 2021
WU dan IKD
TARGET REALISASI % CAPAIAN
Opini BPX terhadap LXPD wTP wie* 100%
umum
Indeks Profesionalitas Aparatur 55 5285 96,09%
4.3 Penelitian dan Pengembangan
Persentase kebijakan berdasarkan Policy brief ™% o% o%
Level 3  lavel 2* 66,67%
B(65,25) L] 94,96%
sT sT* 100%
y ' ' ! 84,12 8392 99,76%
4.6 Kesatuan Bangsa Dan Politik
Persentase potensi maupun kasus SARA/politik/bela
100% 5% 95%
Negara yang terselesaikan
Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang dengan % 6% 99%

o Tanggel 14 Apell 2022
- TERDAPAT 9 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
- TERDAPAT 33 INDIKATOR KINERJIA DAERAH (IKD)
- TERDAPAT 42 INDIKATOR RPJMD

Jumish keseluruhan indikator kinerja RPIMD = 42 indikator

Jumiah indikator kinerja yang capaiannya minimal 80% = 32 indikator
% indikator kinerja RPIMD dengan capaian hasil minimal 80% -
32/42°100% =76,19%
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BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2021
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NILAI UNSUR PELAYANAN
NO. Rata-rata
um u2 ul U4 us ue ur us us
63 3 4 3 “ 3 3 3 3 3 in
) 4 4 2 4 4 2 4 B 3 344
65 4 3 3 4 3 3 ) 3 3 ixn
A 4 1 3 4 2 3 3 3 3 XL
a7 2 4 3 4 4 3 ] 4 3 344
68 3 L) 3 4 4 3 4 3 2 <)
(1] 3 3 3 B 3 2 3 4 3 n
70 3 3 3 « 3 = | 4 3 3 iz
m 4 3 3 4 4 3 4 4 R 356
T2 L 2 3 4 3 3 + 3 3 an
I 3 3 3 b 3 3 “ N 3 31
Ny
230 20 214 .l 2% m 27 27 204 2118
e
) II an n 280 kl-c) n 300 30 X 1 76 2858
Tedinbang/ | 034 034 032 043 034 [k <] 035 038 030 314
| Uneu®
IKM Unit Pelayanan ** 78,60
KM Lingt Pelayanan BAIK
Bangkalan, Januan 2022
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BANGKALAN
EXO SETIAWAN, 5,81, MT
NIP. 19761121 200312 1 003
Ut - uo Unsur uneur pelayanan NO |UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA
NRR Ny rota cata U1 |Persyaratan an
KM Indens keguanan masyerakat U2 |Swtem Mekanisme dan Prosedur an
) Jurmnish NRR IKM tertimbang U3 |Waldu 280
1 Jumiah NRR KM tertimbang x 25 i
NRR Per * Jurnish rie per unsur dibagi an
Unsur Jurniah kuesones yang lerns 300
NRR NRR per unsur x 0,11 per unsur 320
Tortindwarn
347
276
Permenpan RE No 14 tahun 2017
KM UNIT PELAYANAN
Muty :
Nilal interval
Nilal Interval SKM| o Indeks Nilai Persepsi
35324 - 400 8831 - 100 A t-_wghl
30644 - 3532 76,61 - 88,30 B Bak
260 - 3,064 65,00 - 76,60 c Kurang Bak
1,00 - 2 5006 25,00 - 6499 D Tidak Bak
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URAIAN PROGRAM /KEGIATAN/ TARGET REALISAS! WCapalan
SUB KEGIATAN Kinetja (Rp) Kinerja (Rp) Kinerja (Rp)
% | 6as98s7842| 9537 | % | 6171530118 | 9934 95,68%
% 30.885.450 | 100 % 28.944.350 | 100 93,7%
Dok 17379300 3 Dok 17.379.300 | 100% 100%
Dok 1.137.700 1 Dok 1137.700 | 100% 100%
Dok 1.137.700 1 Dok 1137.700 | 100% 100%

" Dok ws700| 1 Dok 371700 | 100% | 3267%
Dok 1.512.700 1 Dok 1421700 | 100% | 93.98%
Dok 5.601.700 1 Dok 5601700 | 100% 100%
Lap 297865 | 8 Lap 1894550 | 100% | 63,60%
% | 4.409.243.125 | 1048 | % | 4.393.764.854 | 104,8% 99,6%

4376478175 | 55 2.363.480.954 | 100% | 99,70%

Lap 1696000| 310 | Lap 660.750 | 124% | 38,96%
1272200 12 | tap 597.200 | 100% | 46,94%

Dok 27.390.100 1 Dok 27.390.100 | 100% 100%
Lap 240665 | 18 Lap 1635850 | 100% | 67.9™%
% 3.095.800 | 100 % 2502800 | 100% £1,8%
Lap 1398600 7 Lap 1137600 | 100% | 8134%
Lap 1697200 7 Lap 1456200 | 100% | 8580%
% 94.469.450 | 100 % 94.357.250 | 100% 99.9%
Unit 9,166,400 1 Unit 9.054.200 | 100% 98,8%
bush| 85303050| 90 | buah £5.303.050 | 100% 100%

0 | Orang

Orang 0 Orang
% 351.058.700 | 77,76 | % 218.045.603 | 77,76% 62,11%
Unit 14302350 | 128 | Unit 11.628.500 | 91,43% 81,30%
Unit | 114.319.300 | 1107 | uni 78411150 | 90,37% 68 59%
Unit 18.399.100 1 Unit 12.189.100 | 100% 66,25%
Jenis 11946950 | 7 Jents, 15.074.400 | 100% 47,19%
Jenis 8100000| 5 Jenis 6,660,000 | 100% 82,22%
Kall 7753000| & [ 3.570.000 | 2083% 46,05%!
xatt | 156238000| SO Kali 90.512.453 | 41,67% 57,93%
Jenis 0 Jenis
% 208.348900 | 8649 | % 203.094.250 | 86,49% 9%
uUnit | 208348900| 32 | Unit | 203.094.250 | 8649% 97,48%
% | 1.124.308.308 | 100 % | 1023110462 | 100% 91%

13741005 4 Jenis 9.610.100 | 100% 69,94%




URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/
SUB KEGIATAN

TARGET

(Rp)

Immumwmum

141.550.600

84,506.862

memmmm

133.169.600

132.774.400

|Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

835.847.100

] -

796.219.100

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

=[FF)8

3L HE

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

g

85.544.913

?

70.656.332

Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

r-mmnmmm
atau

33.013.905

31.582.097

AR HEH

|Pemeliharaan Mebel

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Lainnya

1K

78.147644

77.255470

§

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

123

31.745.650

93

£ |53l 2

28.125.650




Jumlah Total | Sesuai

Program 244 242 99,18%
Indikator Program 244 232 95,08%
Kegiatan 741 733 98,92%
Indikator Kegiatan 741 433 58,43%
Target 985 605 61,42%
Pagu 985 587 59,59%
Rata-Rata Keselarasan Dokumen Perencanaan 78,77%
Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan 94.57%
Pelaksanaan

Jumlah 173,34%

Rata-Rata Keselarasan Dokumen Perencanaan -~ 173,34% : 2
dan Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan

Pelaksanaan
= 86,67 %




TARGET KINERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2019-2023
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Keterisian Elemen Data Profil Pembangunan Tahun 2021

Jjumlah  |Elemen Data |% Keterisian
NG [P Dasre Elemen Data | yang Terisi__|Elemen Data
1 |Dinas Pendidikan 80 56 70
2 |Dinas Perhubungan 33 21 63,64
3 |Dinas Lingkungan Hidup 40 26 65
4 |Dinas PUPR 57 21 36,84
5 |Dinas PRKP 27 10 37,04
Dinas Kependudukan dan
6 |Pencatatan Sipil - - .
Badan Kesatuan Bangsa dan
7 Politik 17 17 100
8 |BKPSDA 7 6 86
9 |Dinas PMD 11 8 73
10 |Sekretariat DPRD 5 5 100
11 |Bapenda 4 3 75
12 |Dinas Peternakan 14 14 100
13 |Dinas Pemuda dan Olahraga 14 7 50
14 |Dinas Perdagangan 13 3 23
Dinas Perindustrian & Tenaga
15 Kerja 87 28 32
16 |Bagian Adpum 6 4 67
Dinas Kebudayaan & Pariwisata
o | w———— 22 17 77
Dinas Kebudayaan & Pariwisata
- 58 21 36
(Pariwisata)
18 |Dinas Koperasi 20 12 60
19 |DPMPTSP 12 4 33
Dinas Perpustakaan &
20 Kearsipan (Pepustakaan) d " -
Dinas Perpustakaan &
; 11 4 36
Kearsipan (Kearsipan)
21 |Dispertapahorbun 5 5 100
22 Polres 3 3 100
UPT BPD Bangkalan 1 1 100
Total 600 337 56,17




